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Nomor V6\;

Pendidikan N'asionatr Nomor 15

Standar Kualifikasi Akademik dan

Nasional Nomor 1,4b

2013 Pendidikan Anak
Indonesia Tahun 2A'14

TtrNTANG PENYELENGGARAAN
DII'{I DI KABUPATEN CIANJUR.

Pengernbangan Anak Iisia Dini Holistik
Neglra. R.p,rUtiL Indonesia Tahun 20 13

L2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur I'legara dan

Reformasi Birokrasi Nomor t4 Tahun 2010 tentang

Jabntau Fungsional Penilik;

Menteri Pendidikan dan Kekrudayaan Nomor
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13. Peraturan
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MENIUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAI\ tsUPATI
PTNDIDIKAN ANAI( LISIA

BAB I

KETE}\TUAN U]VII-]IVI

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang clirnaksud dengan:

n. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Bupati adalah BuPati Cianlur'

3. pemerintah Daerarr adalah tsupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadl kervenangan daerah otonom.

4. Dinas adaiah tr)irras Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur'

.5. Kepaia Dinas adalah
Kabttpaten Cianjur.

KepaLa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kabupaten Cianjur.

yang selanjutnya disingkat UPTD adalah'paAi 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Sanggar Kegiatan Relajar l/ang selanjutnya disingkat lKB adaiah

Sang[ar Ke[iatan Belajar pada l]inas Pendidikan dan KebudaYaan

Kabupaten Cianjur.
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Penilik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Penilik
PAUD aclalah Penilik Fendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kahupaten Cianjur.

Pengawas Taman Kanak-Kanak adalah pengawas yang membidangi
pendidikan anak usia dini formal pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cianj ur.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerin tahan Desa,

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lemtraga yang dibentuk oieh
rnasyarakat sesuai kebutuhan dan menupakan mitra Pemerintah Desa
dalam memberday akan masyarakat.

Badan Hukum adalah sekurnpulan orang dan/atau modai yang
riierupakan kesatuan, baik yang melakuhan usaha maupun yang baik
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan
Usaha Milik Daerah dengan rralna dan bentuk apapun, firrna, kongsi,
koperasi, dana. pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Anak Usia Dini adalah anak sejak jalin daiam kandungan sampai
dengan usia 6 (enarn) tahun yang dikeiompokkan atas janin rlaiam
kandungan sampai iahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh
delapan) hari, usja 1 {satu) sampai dengan 24 (dua pr"rluh empat} trulan,
usia 2 (dua) sampai ciengan 6 (enarn) tahun, usia 2 (duai tahun sarnpai
dengan 4 (empat) tahun dan usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5
{6pain) tahun.

Pendidikan adalah usaha sadar dan tei:encana untuk rnern,ujudkan
suasana trelajar rlai'r prcses pembelajaran agar peserta aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk rnemiliki kekuatan spirituai
keagamaan, pengendalian diri, kepritladia.n, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan diriirya, masyarakat, bangsa clan
negara.

Pendidikan Anak Lisia Dini yang selanji*tn)ra disebut PAUD adalah
suatu upaya Pernbinaan yang ditu.jukan kepada anak sejak lahir
sampai clengan usia 6 (enamJ lahun yang dilakukan melalui'pemberian
rangsangan penC.idikan untuk mernbantu perturnbuhan perkembangan
jasmani dan rohani agar mernasuki lebih ianjut.

PAUD Formal adalah jenis layanan P,A,UD yang diselenggarakan dalam
bentuk Taman Kanak-Kanak" Roudhotrll Atfal dan Bustanut Atfal.

17. PAUD Non Forrna-l adaiah jerris layanan PAUI) yang diseienggarakan
daiam bentuk il'arnan Fenitipan Anak, Kelornpok Bermain, Pos PAUD,
dan Satuan PAUD seienis"

I']AUD Informal adaXair jenis layanan PAUD yang diselenggarakan daiarn
iingkungan keluarga.

Tarnan Kanak-Kanak yang sel.anji-rtnya disebut TK adalah salah satu
benttik iayanan PAUD Forniai yang rnenyelenggarakan prograrn
pendidikan bagi anak Lrerusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6
(enam)
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20.
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Roudhotul Atfal yang sela:rjtitnya disingkat RA adaiah lembaga

pendidikan setingkat Tu.*u.r, Kanak-Kanak yang diselenggarakan di
Lawah naungan kementerian agama yang menyelenggarakan program
Pendidikan Anak LIsia Dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sarnpai
dengan 5 (enam) tahun.

Bustanut Atfal yang selanjutnya disingkat BA adaiah lembaga
pendidikan setingkat tama-1 Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh
trganisasi Istam yang meuyelenggarakan prograrn Pendidikan Anak
UJ-ia Dini bagi anal< Lrsia 4 (ernpat) tahun sampai dengan 6 (enam)

tahun.

Kblompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD Non Formal yang

*.rry*i..,.ggarakan program pendidikan bagi anak usia 0 (Nol) tahun
sampai g--(tlga) tahun^ yt.g berfungsi untuk membantu pertumbuhan
dan perkembanga* anak agar kelak siap rnemasuki pendidikan lehih
lanjut.

Taman Penitipan Anak yang sr:lanjutnya disebut TPA adalah FAUD Non

Formal yang mela\rani anak usia 0 (noi) tahun sampai dengan 6 (enam)

tahun 
".Ua[ai 

,uahana penrlidikan dan pembinaan kesejahteraan anak
yang irerfungsi seLragai pengganti keluarga u.ntuk jangka wa\ty tertentu
selarna orangtuanya berhalangan alau tidak memiliki waktu yang
rlalam mengasuh anaknya karena bekeia atau sebab lain.

Pos PAUD adalah program layanan FAUD yang diintegrasikan dengari
Pos Pelayanarr Terpad-u (Poslrairdu) .

Satuan PAUD Sejents yaLng selan3'utnya disebut SPS adaiah FAUD Non

Ft-rrmal yang melayani analr usia 0 (nol) tahr-rn salnpai dengan 6 (enam)

tahun V""S ciapat dilalqsanakan secara terintegrasi dengan berLragai

program layanan anak usia cilni yang teiah ada di masyarakat, seperti-gi", 
Keluarga Ba1ita, Taman PenrJidikan Ai Qur'an atau layanan terkait

layanan.

22.

26. Pendidik adalah griru atau sebutan Xain yang sesuai dengan
kekhusus annya., serta berpartisipasi dalam men3rslsnggarakan
pendidikan.

28.

Tenaga Kependidikan a.dalah. anggota rnasyarakat yang rnengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan pctensi dini melalui proses pernbelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang dan jenis pendiclikan tertentu.

I{ompetensi adaiah seperangkat pengetahllatrr, keterampitran, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan
te naga Kependidikan cialam melaksanaka n tu gas keprofe sionaian.

Kurikulum PA.UD adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi dan 'hahan pengemhaxlgan, serta cara yang
digunakan setragal pedomari penyelenggaraan kegiatan pengembangal]
untuk mencapai tujuan pendidikau.

23.
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BAB II

PENYEL,ENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 2

P"gnyelenggaraan PALID dapat dilaksanakan n:.elalui jaiur PAUD Formal,
PAUD Non Formal dan PAUD Informal.

Penyelenggaraan PAL}D meialui jalur Pendidikan Formal sebagaimana
rlimaksud pada ayat (1) dala.rn Lrentuk TK, RA dan BA.

Penyelenggaraan PA{-ID melalui jalur PAUD Non Formai sebagaimana
dirraksud pada ayat (l) dalam bentuk Kelompok Berrnain, TPA, Pos
PAUD dan SPS.

Penyelenggaraan PAUD Forrnai dan Non liormai dengan SPS dan orang
perorangan dilaksanakan rlengan penerapan bel4jar melalui bermailr.

Penyelenggaraan PAU[) Infrlrrnal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
rnerupakan pendidikan yang dilakukan oieh keluarga, orang tua dan
lingkungan yang berbentuk kegiatan belaiar secara mandiri.

Bagian Ked,ua

Pen_rrelenggaraan

Fasal 3

PAUD Formal dalam bentuk TK Negeri diseienggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

PAUD Formai daiam bentuk TK dan RA/BA, d.iselenggarakan oieh
Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan,
Keiompok Orang dan Badan l-{ukum dikecualikan O"rganisasi.Poiitik.

PAUD Non Formal clalam bentuk KB dan TPA diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan,
I(elompok Orang clan Badan l-{ukum dikecr-laii}<an Organisasi Politik.

PAUD Non Formai dalant bentuk Pos PAUD dan SPS diseienggarakan
t*eh Ttm Penggerak PKK dan i,ernLraga Kemasyarakata"n Desa yang
terintegrasi dengan SPS.

Bagian Ketiga

Jadrnral dan Wakti.r Fenyelenggaraan

l?asal 4

Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Formal sesuai kalender
pendidikan dengan wa.ktu pertemuan minirnal'2,5 (dua koma lima) jam
per hari atau 30 (tiga puluh)jam per rninggu.

Jadwal dan waktu pen3retrenggaraan Kelompok bermain mengikuti
kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit
dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalarn 1 rninggu dengan waktu
perternuan paling stngkat 2,5 (r1ua koma limaijam.
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(3) Jadwal dan waktu. penyelen ggaraan TPA disesuaikan dengari

kebutuhan anak dan Orang Tua.

(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS palng sedikit
dilaksanakan 2 (dria) 

-kali 
pertemuan dalarn 1 (satu) minggu dan

mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang

rrrenjadi induknYa.

(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang atau
sore hari dengr.i-3*ngka waktu pendi<likan PAUD Forrnal diternpuh
selama t (satui sampai cleng;an 2 (dua) tahun dan untuk P,&uD Non

Formal ditempgh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan
anak berusia 6 ( enam) tahun.

Bagian KeemPat

Ternpat PenYelenggaraan

Pasal 5

pAUD diselenggarakan cti bangunan gedung, tanah atau tempat iainqya yang
'tidak bersengkita, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak'

BAB III

PESERTA DIDIK PAUD

Pasal 6

(1) Peserta Didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 5 (enam) tahun
bebas memilih ber:tr-lk iayanan P,{Ul} sesuai dengan keberadaan
layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.

(2\ Peserta Didik PAUD Formal aclatrah anak u.sia 4,1. (empat i<oma satu)
sampai dengan 6 (enam) tahun.

(3) Peserta Didik P,A.UD lrlolr Forrnal untuk jenis trayanan Kelompok Bermain
adalah usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan apabila di

' daerah setempat tidak acla layanan TK/tsAlRA dapat meneriilta Peserta
DiCik usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

(.1) Peserta Didik PAIJD Non Forrnal untuk .ienis iayanan SPS dan TPA
ad.alah usia 0 (nol) tahun sarnpai dengan 5 (enam) tahu.n"

(5) Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.

Fasal 7

(1) Jurnlah peserta F'ALrD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

(2\ Jumlah peserta PAUD Non Formal paling sedikit 8 (delapan) anak.

(3) Penerimaan peserta FAUD dilakukan tanpa tes atau proses seieksi
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.


